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GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR 3.� TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 / 
PMK.07 /2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana 
Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah 
Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib, Pemerintah Aceh wajib 
mengalokasikan 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer 
umum untuk program pemulihan ekonomi daerah yang terkait 
dengan pembangunan Infrastruktur untuk percepatan penyediaan 
sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka 
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan 
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah 
termasuk pembangunan sumber daya manusia d�kungan pendidikan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan Dampaknya, pemerintah daerah menyediakan 
dukungan pendanaan untuk belanja wajib, belanja kesehatan 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 
belanja prioritas lainnya; 

c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
8/KM.7 /2021 tentang Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum 
Bagi Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Pengalokasian 
Belanja Wajib, Pemerintah Aceh wajib memenuhi pengalokasian 
belanja wajib agar menghindari penundaan penyaluran dana transfer 
um um; 

d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O 1.07 / 
Menkes/4723/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor HK.Ol.Ol/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk 
Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 
(Covid-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 
Tahun Anggaran 2021, perlu dianggarkan dukungan pendanaan 
un tuk vaksinasi dalam rangka penanggulangan pan demi Covid-1 9 
bersumber dari Dana Alokasi Umum; 

e. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/ 
2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan penyesuaian 
penggunaan (refocusing) belanja yang bersumber dari pendapatan 
transfer; 

f. bahwa .... /2 
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f. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan 
Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 
Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Aceh 
menyesuaikan alokasi belanja Dana Otonomi Khusus Aceh kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh; · 

g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 
3867 /SJ tentang Percepata.n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Percepatan Pemulihan 
Ekonomi, Pemerintah Aceh wajib menyediakan alokasi anggaran 
untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan 
Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui perubahan penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Aceh Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1103); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

9. Peraturan ... / 3 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 888); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK .07 /2020 tentang Tata 
Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan 
Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK .07 /2021 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021Nomor 149); 

13. Keputusan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 8/KM.7 / 
2021 tentang Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Bagi 
Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Pengalokasian Belanja 

Wajib; 

14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); 

15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan 
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak 
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 
Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85); 

16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 
2018 Nomor 7); 

17. Qanun Aceh Nomor l Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 
Nomor 2); 

18. Peraturan Gubernur Aceh Nornor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana 

Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten /Kota Se
Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 
2021 Nomor 20); 

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah 

Aceh Tahun 2021 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDA PATAN DAN BELANJA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I ... / 4 
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Pasall 

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur 
Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 

2021 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 
Gubernur Aceh: 

a. Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 21); 
b. Nomor 30 Tahun 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021Nomor29). 

diubah sehingga berbunyi se agaimana tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal, 19 Juli 2021 
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�EKRETARIS DAERAH ACEH]> · 

�:LLAH 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021NOMOR333 
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Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tangg , f q Juli 2021 

g Dzulhijjah 1442 

�UBERNUR ACEH,l.. 

;;_- ��-
NOVA IRIANSYAH 


